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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian mengenai analisis kepatuhan

pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam

sertifikasi halal Self Declare perspektif hukum ekonomi

syariah pada UMKM Berendo Kota Bengkulu dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme bahan
dalam Sertifikasi Halal Self Declare telah terlaksana
dengan baik. Seluruh pelaku UMKM yang menjadi
informan penelitian menggunakan bahan yang halal,
memiliki ~ asal-usul bahan yang jelas, serta
mempertahankan konsistensi penggunaan bahan sejak
proses pengajuan  sertifikasi hingga pelaksanaan
penelitian. Dengan demikian, seluruh informan telah
memenuhi ketentuan mekanisme bahan dalam Sertifikasi
Halal Self Declare.

Kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk
belum sepenuhnya optimal. Dari sepuluh pelaku UMKM
yang menjadi informan penelitian, tujuh pelaku usaha
telah mendaftarkan seluruh produk yang dipasarkan ke
dalam Sertifikasi Halal Self Declare, sedangkan tiga
pelaku usaha masih memiliki produk atau varian yang

belum tercantum dalam sertifikat halal Self Declare.
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan
sertifikat halal belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan
dalam memastikan seluruh produk yang dipasarkan sesuai
dengan ruang lingkup sertifikat halal Self Declare yang
dimiliki.

. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kepatuhan

pelaku  UMKM terhadap mekanisme bahan telah
mencerminkan penerapan nilai amanah, kejujuran, dan
tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.
Namun, belum tercantumnya seluruh produk yang
dipasarkan dalam sertifikat halal Self Declare
menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut
pada aspek administratif belum terlaksana secara optimal.
Dengan demikian, kepatuhan dalam Sertifikasi Halal Self
Declare tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan dalam
menggunakan bahan yang halal, tetapi juga sebagai
tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan seluruh
produk yang dipasarkan selalu sesuai dengan ruang

lingkup sertifikat halal yang dimiliki.

. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku

UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam
Sertifikasi Halal Self Declare terdiri atas faktor
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung
meliputi komitmen pelaku usaha dalam menjaga

kehalalan bahan, kesadaran terhadap pentingnya jaminan
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B.

produk halal, pendampingan dari Pendamping Proses
Produk Halal (P3H), serta kemudahan mekanisme
Sertifikasi Halal Self Declare. Sementara itu, faktor
penghambat meliputi keterbatasan pemahaman mengenai
ruang lingkup sertifikasi halal Self Declare, anggapan
bahwa pendaftaran seluruh produk atau varian
memerlukan proses yang lebih rumit, serta perkembangan
usaha yang menyebabkan bertambahnya produk atau
varian baru sehingga belum seluruhnya didaftarkan dalam
sertifikat halal Self Declare.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
penerapan Sertifikasi Halal Self Declare tidak hanya
bergantung pada keberhasilan memperoleh sertifikat halal,
tetapi juga pada keberlanjutan kepatuhan pelaku usaha dalam
menjaga kesesuaian antara produk yang dipasarkan dengan
ruang lingkup sertifikat halal. Oleh karena itu, penguatan
pemahaman pelaku usaha serta pendampingan pascasertifikasi
menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan
terhadap mekanisme produk dan bahan secara berkelanjutan.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat mempertahankan

konsistensi penggunaan bahan yang halal serta segera

memperbarui ruang lingkup sertifikat halal apabila terdapat
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penambahan produk atau varian baru. Dengan demikian,
seluruh produk yang dipasarkan tetap sesuai dengan
ketentuan Sertifikasi Halal Self Declare dan mampu

memberikan kepastian kehalalan kepada konsumen.

. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan
instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi,
edukasi, serta pendampingan secara berkelanjutan,
terutama mengenai kewajiban memperbarui sertifikat halal
Self Declare ketika terdapat penambahan produk atau
varian baru. Selain itu, pembinaan pascasertifikasi perlu
diperkuat agar kepatuhan pelaku UMKM tidak berhenti
pada saat sertifikat diterbitkan, tetapi tetap terjaga dalam

pelaksanaan usahanya.

. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, diharapkan dapat

terus mendukung pengembangan ekosistem halal melalui
program pembinaan, pelatihan, monitoring, serta fasilitasi
pembaruan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Upaya
tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas
implementasi Sertifikasi Halal Self Declare sekaligus
memperkuat daya saing UMKM di Kota Bengkulu.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat

mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang
lebih luas, jenis usaha yang lebih beragam, serta jumlah

informan yang lebih banyak. Penelitian selanjutnya juga
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dapat mengkaji efektivitas pembinaan pascasertifikasi,
kepatuhan setelah pembaruan sertifikat halal, maupun
pengaruh  Sertifikasi Halal Self Declare terhadap
perkembangan usaha dan tingkat kepercayaan konsumen
sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai implementasi sertifikasi halal Self Declare di

Indonesia.
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